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SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Bersama ini diberitahukan kepada seluruh PNS dan Pegawai non PNS di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, bahwa dengan diundangkannya Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458), nomenklatur dan struktur organisasi
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengalami perubahan.

Nomenklatur dan struktur organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman yang semula Biro Informasi dan Hukum, Biro Perencanaan, dan Biro Umum
berubah menjadi Biro Hukum, Biro Perencanaan dan Informasi, dan Biro Umum
sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. L
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